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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

                                                 NOMOR : 903/Kep.DPRD-06/2020 
 

TENTANG 

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DAERAH 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT   

 
Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan 
pembahasan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat; 

  b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Jawa Barat perlu memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah; 

  c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

  2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 
Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan; 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);                                

  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan  Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);      

  29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 128);                                

  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17):    
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  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
Nomor 12); 

  32. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
 

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
tanggal 30 Juli 2020. 

   
MEMUTUSKAN 

     
Menetapkan :    
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya menjadi 
Peraturan Daerah. 

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai 
berikut : 
 

  1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
sebagai berikut: 

   a. Pendapatan        Rp. 36.037.894.762.460,66   

   b. Belanja              Rp. 35.833.086.126.516,50   

    Surplus  Rp.    204.808.635.944,16   

   c. Pembiayaan     

       - Penerimaan  Rp.  3.161.292.271.179,00    

       - Pengeluaran  Rp.       76.799.998.800,00   

    Pembiayaan Netto  Rp.   3.084.492.272.379,00 
        

  2. Neraca per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: 

   a. Jumlah Aset    Rp. 40.724.440.711.738,31 

   b. Jumlah Kewajiban    Rp.      445.502.245.419,13 

   c. Jumlah Ekuitas      Rp. 40.278.938.466.319,18 
        

  3. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: 

   a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2019   Rp.   3.060.790.727.731,00 

   b. Saldo Kas dari aktivitas operasi   Rp.   2.734.169.997.029,16 

   c. Saldo Kas dari aktivitas investasi aset non 
keuangan 

  (Rp.  2.606.161.359.885,00) 

   d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan    Rp.     100.615.038.344,00 

   e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran   (Rp.           113.494.896,00)   

   f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2019    Rp.  3.289.300.908.323,16 

 
KETIGA : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat beserta lampirannya sebagaimana 

Diktum KESATU, Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Jawa Barat, dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa 
Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
        

 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal  30  Juli  2020 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

Ketua, 
 

ttd 
 
 

TAUFIK HIDAYAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PERSETUJUAN  BERSAMA 

 
GUBERNUR JAWA BARAT 

 
DENGAN 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

 

TENTANG 

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DAERAH 
   

 
 

NOMOR : 
903/604/BPKAD 
903/4336-Setwan.PRSD & PUU/2020 

 

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh             
(30-07-2020), yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Pemerintah   Provinsi   
Jawa  Barat, yang beralamat di Bandung, Jalan 
Diponegoro Nomor 22 selanjutnya disebut 
sebagai PIHAK KESATU. 

    
2.  TAUFIK HIDAYAT : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 
    
3. ACHMAD RU’YAT  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 
    
4. ADE BARKAH SURACHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 
    
5. OLEH SOLEH  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Jawa Barat. 
    
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 
Barat yang beralamat di Bandung, Jalan 
Diponegoro Nomor 27 selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK KESATU dan KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah, 

berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pasal 20 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jawa  

Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

903/Kep.DPRD-06/2020 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 

Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 menjadi 

Peraturan Daerah. 
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Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari 

dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 
 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 
 
 
 

ttd 
 

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT 

Ketua, 
 
 

ttd 
 

TAUFIK HIDAYAT 
  
 Wakil Ketua, 

 
 

ttd 
 

ACHMAD RU’YAT 
  
 Wakil Ketua, 

 
 

ttd 
 

ADE BARKAH SURAHMAN 
  
 Wakil Ketua, 

 
 

ttd 
 

OLEH SOLEH 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


